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RINGKASAN 

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, 

dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 

tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak 

tanggal 1 Oktober 1975. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah masalah perkawinan beda agama. 

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaan itu. Sedangkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan 

beda agama dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan 

telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas 

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang secara 

implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama 

dan Negara.  Akan tetapi terkait pencatatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) 

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan.  

Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang 

menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun 

disisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda 

agama. Dengan problematika multitafsir ini terus dibiarkan maka akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan Asas “Ius Curia Novit” 

mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan 

meskipun belum jelas dasar hukum, termasuk permasalahan perkawinan beda 

agama. Berhubungan dengan adanya permohonan tersebut, hakim dapat 

mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama 

walaupun terkadang alasan pihak-pihak dalam mengajukan permohonan tersebut 

adalah sama. 

Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui lebih dalam bagaiamana pengaturan 

hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Dan untuk 

mengetahui kewenangan Hakim dalam memberi penetapan perkawinan beda 

agama di Indonesia. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

Reform Oriented Research, yaitu penelitian yang mengevaluasi secara intensif 

ketercukupan aturan hukum yang dan merekomendasikan perubahan aturan 

hukum yang ditemukan untuk dirubah atau diperbaharui. pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statue 

Approach) suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, 

digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang 

dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang 

dilakukan secara preskriptif. kemudian bahan hukum tersebut dengan metode 

analisis teks (content analysis), yakni meyoroti teks atau kaidah-kaidah hukum 

dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu: Pertama Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak 

mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut. Undang-Undang No 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk 

melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. UU 

Adminduk bukan untuk menetapkan status keabsahan perkawinan, melainkan 

menerangkan secara administratif keabsahan sesuatu yang telah dianggap sah oleh 

agama. Kedua prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh 

pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Hanya saja dalam 

pengajuan permohonan perkawinan beda agama adanya surat keterangan dari 

pasangan tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan. Jadi Pengadilan 

yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama berkuasa 

atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Hakim disini dalam 

menetapakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, masih berwenang 

sebab kekuatan hukum SEMA hanya sebagai peraturan kebijakan yang tidak 

langsung mengikat secara hukum. Bisa saja hakim disini menggunakan asas 

kemandirian hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan pencatatan 

perkawinan beda agama.  
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ABSTRAK 

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan Tahun 1974 relatif telah mampu 

menjawab kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perkawinan secara seragam dan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. 

Namun, bukan berarti Undang-Undang ini telah mengatur segala aspek yang 

berkaitan dengan perkawinan. Salah satu sisi yang tidak diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan adalah terkait perkawinan beda agama. Namun, keberadaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka jalan bagi perkawinan beda 

agama dengan mendaftarkan perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan.  

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui 

kepastian hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia. 

Dan mengetahui kewenangan Hakim dalam mengabulkan penetapan perkawinan 

beda agama di Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak 

mengatur perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan hanya menyediakan cara khusus untuk 

melaksanakan dan mendaftarkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. 

Prosedur yang diambil sama dengan prosedur yang ditempuh dalam proses 

perizinan pernikahan biasa (tidak berbeda agama). Hanya saja dalam mengajukan 

permohonan pernikahan beda agama, surat keterangan dari pasangan harus 

disertai dengan penetapan pengadilan. Jadi pengadilan yang berwenang adalah 

Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama memiliki kekuasaan atas urusan 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. 
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ABSTRACT 

Keywords: Legal Certainty, Interfaith Marriage 

The Marriage Law No. 1 of 1974 has been able to answer the need for laws and 

regulations that regulate marriage uniformly and for all groups of people in 

Indonesia. However, this does not mean that this Law has regulated all aspects 

related to marriage. One side that is not regulated in the Marriage Law is 

interfaith marriage. However, the existence of Law Number 23 of 2006 paved the 

way for interfaith marriages by registering marriages through court 

determinations.  

 

The purpose to be obtained in this legal research is to find out about legal 

certainty in interfaith marriages carried out in Indonesia. And to know the 

authority of the Judge in granting interfaith marriage determinations in 

Indonesia. 

 

Law No. 1 of 1974 contained in Article 2 does not prohibit interfaith marriages 

but does not regulate interfaith marriages. Law No. 23 of 2006 concerning 

Population Administration only provides a special way to carry out and register 

marriages through court determinations. The procedure taken is the same as the 

procedure taken in the process of licensing ordinary marriages (no different 

religions). It's just that in applying for interfaith marriage, a certificate from the 

couple must be accompanied by a court determination. So the competent court is 

the District Court because the Religious Court has power over marriage matters 

for those who are Muslim. 
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